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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Sustainable Development
principles in the Land Consolidation (LC) program in Soro Village, Dompu
Regency, and to examine its contribution to the achievement of Sustainable
Development Goal (SDG) 14 (Life Below Water). This study employed a qualitative
method with a descriptive approach. Data were collected through interviews,
observations, and document analysis, while data analysis was conducted through
data reduction, data display, and conclusion drawing based on the five pillars of
sustainable development (People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership) and
the targets of SDG 14.

The findings indicate that the implementation of LC in Soro Village has
generally reflected the principles of sustainable development. The People,
Prosperity, Peace, and Partnership pillars were categorized as compliant, while
under the Planet pillar, the sanitation and drainage indicators were categorized as
compliant, whereas waste management was categorized as partially compliant. The
legal certainty indicators under the Prosperity and Peace pillars could not yet be
assessed because the land title certification process was still ongoing. Furthermore,
LC contributes to the achievement of SDG 14, particularly Targets 14.1, 14.2, 14.5,
and 14.b, through spatial planning of coastal settlements, the construction of
drainage and sanitation facilities, the improvement of environmental quality, the
provision of 483 m? of green open space, and the construction and improvement of
1,420 meters of neighborhood roads to enhance accessibility for coastal
communities.

The study concludes that the implementation of LC in Soro Village not only
supports sustainable land management but also contributes to sustainable coastal
development by improving settlement infrastructure, promoting environmentally
sound land use, and supporting the protection of coastal ecosystems.

Keywords: Land Consolidation, Sustainable Development, SDG 14, Coastal Area.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang
menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
guna memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan
kemampuan generasi mendatang. Komitmen global terhadap pembangunan
berkelanjutan tersebut dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development
Goals (SDGs) sebagai kerangka pembangunan dunia hingga tahun 2030
(United Nations, 2015). Dalam kerangka Agenda pembangunan global
2030, dikenal prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, dan
Partnership) yang menjadi landasan utama keberlanjutan serta prinsip ini
juga menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada satu
aspek saja (United Nations, 2015).

Kelima dimensi tersebut dapat digunakan sebagai indikator umum
dalam menilai keberlanjutan suatu program pembangunan. Dimensi People
berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,
termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian yang layak, kesehatan,
dan sanitasi. Selanjutnya, dimensi Planet menekankan pentingnya
perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, dimensi
Prosperity berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara produktif dan
berkelanjutan. Selanjutnya, dimensi Peace berkaitan dengan terciptanya
stabilitas sosial, serta kepastian hukum yang adil dan inklusif dalam proses
pembangunan. Sementara itu, dimensi Partnership menekankan pentingnya
kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta,
dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung tercapainya
tujuan pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015).

Dalam konteks pembangunan wilayah, kawasan pesisir memiliki

peran strategis karena menjadi ruang interaksi antara aktivitas manusia dan



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan

Konsolidasi Tanah (KT) di kawasan pesisir Desa Soro dalam mendukung

pembangunan berkelanjutan dan SDGs 14 (Life Below Water), dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1.

Pelaksanaan KT di Desa Soro secara umum telah mewujudkan prinsip
pembangunan berkelanjutan berdasarkan kerangka People, Planet,
Prosperity, Peace, dan Partnership (5P). Dari sebelas subindikator
yang dianalisis, delapan subindikator berada pada kategori Sesuai, satu
subindikator Kurang Sesuai, dan dua subindikator belum dapat dinilai
karena proses penerbitan sertipikat hak atas tanah masih berlangsung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar People, Partnership, serta
sebagian besar indikator pada pilar Planet, Prosperity, dan Peace telah
terlaksana dengan baik. Namun, pengelolaan limbah masih
memerlukan peningkatan, sedangkan penilaian terhadap kepastian
hukum atas tanah belum dapat dilakukan karena proses sertipikasi
belum selesai.

Pelaksanaan KT di Desa Soro berkontribusi terhadap pencapaian SDGs
14 (Life Below Water), khususnya pada Target 14.1, 14.2, 14.5, dan
14.b. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penataan kawasan
permukiman pesisir, pembangunan drainase, sanitasi, ruang terbuka
hijau, penyediaan utilitas lingkungan, serta peningkatan aksesibilitas
kawasan yang mendukung kualitas lingkungan pesisir dan penataan
ruang yang lebih berkelanjutan. Namun, kontribusi terhadap
peningkatan akses ekonomi masyarakat pesisir melalui kepastian
hukum hak atas tanah belum dapat dianalisis karena proses penerbitan

sertipikat masih berlangsung.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang

telah diperoleh, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai

upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KT sekaligus

memperkuat penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada masa

yang akan datang. Saran-saran berikut disusun dengan mempertimbangkan

temuan penelitian dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para

pemangku kepentingan yang terlibat, baik dalam aspek perencanaan,

pelaksanaan, maupun pengembangan program KT di kawasan pesisir.

1.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pelaksanaan KT perlu
disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara
berkelanjutan setelah kegiatan penataan selesai dilaksanakan. Evaluasi
tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh rencana aksi,
terutama pembangunan prasarana, penyediaan utilitas, serta proses
sertipikasi hak atas tanah, dapat direalisasikan sesuai dengan target
yang telah ditetapkan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Dompu dan organisasi perangkat daerah,
sinergi antarinstansi yang telah terbangun perlu terus dipertahankan
hingga seluruh program pendukung selesai dilaksanakan. Perhatian
khusus perlu diberikan pada pengelolaan limbah melalui operasional
TPS3R agar tidak hanya berhenti pada tahap penyediaan sarana, tetapi
benar-benar mampu mendukung terciptanya lingkungan pesisir yang
bersih dan berkelanjutan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi
masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga
manfaat KT dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh
masyarakat.

Bagi Pemerintah Desa Soro dan masyarakat, partisipasi yang telah
terbangun selama proses KT perlu terus dipelihara, terutama dalam
menjaga fasilitas yang telah dibangun, memanfaatkan infrastruktur
secara optimal, serta meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan

kelestarian lingkungan pesisir. Keberhasilan KT tidak hanya ditentukan
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pada tahap pelaksanaan, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam
menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai Konsolidasi Tanah dapat
dikembangkan dengan mengevaluasi dampak jangka panjang setelah
seluruh program pendukung selesai dilaksanakan. Penelitian
selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji aspek kepastian hukum
hak atas tanah dengan memanfaatkan data yang lebih lengkap mengenai
proses dan hasil sertipikasi, sehingga perwujudan di pilar prosperyti dan
peace serta kontribusi KT terhadap penguatan aset masyarakat pesisir
dan pencapaian Target 14.b SDGs 14 dapat dianalisis secara lebih

mendalam..
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